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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut 

Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2007-2008 terdapat 13.466 pulau yang 

sudah diverifikasi yang kemudian dikirimkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) untuk mendapatkan pengakuan formal. Dengan sekian banyak pulau 

tersebut, Indonesia berpotensi untuk menjadi destinasi wisata.1 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan 

budaya, industri pariwisata merupakan medium pembangunan ekonomi yang tidak 

selalu memerlukan investasi besar. Dalam banyak kasus, pariwisata justru mampu 

memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam bentuk penciptaan 

lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, maupun devisa negara 

melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Modal utama berupa keindahan alam 

dan keanekaragaman budaya, Indonesia telah lama menjadi sorotan dunia 

internasional sebagai destinasi wisata yang eksotik dan menarik. Oleh karenanya, 

terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak konsumen dari 

segmen pasar pariwisata, khususnya dari negara-negara berpendapatan tinggi atau 

negara maju yang memiliki ketertarikan terhadap wisata alam, sejarah, dan budaya.2 

 
1Helmi, A & Wawan, H.  “Peran Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat.” Universitas Padjajaran, Vol 23 No 1. 2019  
2Yuniarti, I. dkk. ”Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pariwisata dalam 

Mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone 

Bolango, Provinsi Gorontalo” Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner, Vol. 1, No. 1. 2024 
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Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan. Banyak 

daerah di Indonesia yang sebenarnya menyimpan pesona wisata luar biasa, tetapi 

belum mendapatkan perhatian dan pengembangan yang layak dari pemerintah 

maupun pelaku industri pariwisata. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar 

dalam sektor pariwisata tetapi masih perlu pengembangan lebih lanjut adalah Kota 

Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.3 

Palembang adalah kota tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang 

sebagai pusat peradaban Melayu dan Sriwijaya. Budaya lokal Palembang yang 

khas, seperti tarian Gending Sriwijaya, musik tradisional, dan pakaian adat Aesan 

Gede juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun 

mancanegara.4 Selain kekayaan sejarah dan budaya, Palembang juga dikenal 

memiliki ikon pariwisata modern yang membanggakan, yaitu Jembatan Ampera.5 

Potensi wisata kuliner Palembang juga menjadi daya tarik yang tidak bisa 

diabaikan. Palembang terkenal sebagai kota pempek, makanan khas yang terbuat 

dari ikan dan sagu yang disajikan dengan kuah cuko yang khas. Meskipun memiliki 

berbagai potensi tersebut, sektor pariwisata di Palembang masih menghadapi 

sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal promosi dan 

pemasaran pariwisata yang belum maksimal. Banyak wisatawan, terutama dari luar 

negeri, yang belum mengenal Palembang secara mendalam. Kota ini masih kalah 

populer dibandingkan destinasi wisata lain di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, 

 
3Nurhayati, E. Analisis Potensi Pariwisata Kota Palembang sebagai Destinasi Wisata 

Sejarah. Jurnal Kepariwisataan dan Hospitaliti, 10(1), 45–57. 2021 
4Putra, H. R. Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal di 

Sumatera Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 101–112. 2020 
5Putra, H. R. Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal di 

Sumatera Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 101–112. 2020 
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atau Lombok. Padahal, jika dilihat dari segi kekayaan budaya dan sejarah, 

Palembang memiliki keunikan yang tidak kalah menarik.6 

Adanya semua potensi dan tantangan tersebut, maka pengembangan 

pariwisata di Palembang tidak bisa hanya dilakukan secara parsial, tetapi 

memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek sejarah, budaya, alam, 

ekonomi kreatif, dan teknologi informasi. Keberhasilan pembangunan sektor 

pariwisata di Palembang akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak 

dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya 

saing tinggi.7 

Dikarenakan Kota Palembang, tepatnya Provinsi Sumatera Selatan, belum 

sepenuhnya memenuhi elemen-elemen yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi 

wisata unggulan di tingkat nasional maupun internasional, maka tak heran jika 

masyarakat setempat justru lebih memilih untuk berwisata ke luar daerah, bahkan 

hingga keluar provinsi. Ketertarikan terhadap destinasi wisata di luar Sumatera 

Selatan semakin tinggi seiring dengan perkembangan informasi dan akses 

transportasi yang semakin mudah. Masyarakat kini cenderung mencari destinasi 

yang dianggap lebih menarik, lengkap, dan representatif dari sisi fasilitas, 

pelayanan, hingga pengalaman wisata yang ditawarkan.8 

Promosi yang belum maksimal, infrastruktur pendukung yang masih 

terbatas, serta kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi hambatan 

utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Palembang. Bahkan, instansi 

 
6https://sumsel.tribunnews.com diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 15.31Wib. 
7https://www.republika.co.id/berita/palembang-perlu-benahi-infrastruktur-pariwisata  

diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 16.56 Wib. 
8https://sumsel.tribunnews.com diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 15.31 Wib. 

https://sumsel.tribunnews.com/
https://www.republika.co.id/berita/palembang-perlu-benahi-infrastruktur-pariwisata
https://sumsel.tribunnews.com/
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pemerintahan daerah sendiri belum sepenuhnya menunjukkan kepercayaan 

terhadap potensi wisata lokal. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan perjalanan 

dinas atau kegiatan rekreasi instansi yang justru memilih destinasi di luar provinsi. 

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada persepsi publik terhadap daya tarik 

wisata Palembang, tetapi juga mempengaruhi perputaran ekonomi lokal yang 

seharusnya dapat tumbuh dari sektor ini.9 

Salah satu contoh nyata dari fenomena tersebut adalah keputusan Dinas 

Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang pada Januari 2025 melakukan 

kegiatan perjalanan wisata ke luar daerah, tepatnya ke Lampung, dengan 

menggunakan jasa biro perjalanan dan perusahaan otobus dari luar wilayah 

Sumatera Selatan. Kegiatan ini melibatkan sekitar 160 orang pegawai beserta 

keluarganya dan menjadi kasus yang kemudian menarik perhatian karena terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan salah satu bus yang digunakan dalam 

perjalanan tersebut. Kecelakaan tersebut menimbulkan dampak fisik dan psikologis 

terhadap penumpang, termasuk luka ringan dan trauma, serta menimbulkan 

permasalahan hukum terkait tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. 

Untuk kegiatan wisata kelompok besar, seperti yang dilakukan oleh Dinas 

Pertanian OKI, hubungan hukum yang terjadi melibatkan setidaknya tiga pihak 

utama, yaitu biro perjalanan wisata (travel agent), Perusahaan Otobus (PO), dan 

penumpang (dalam hal ini, peserta wisata). Biro perjalanan wisata bertindak 

sebagai penyelenggara perjalanan, mengatur rute, destinasi, akomodasi, konsumsi, 

 
 9Putra, H. R. Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal di 

Sumatera Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 101–112. 2020 
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dan jasa transportasi. Perusahaan otobus menyediakan armada yang akan 

digunakan dalam perjalanan, sedangkan penumpang merupakan konsumen akhir 

yang menerima layanan dari kedua pihak tersebut. 

Permasalahan hukum muncul ketika terjadi insiden seperti kecelakaan lalu 

lintas, di mana perlu diketahui siapa yang memikul tanggung jawab terhadap 

kerugian yang dialami penumpang. Pada praktiknya, tidak semua hubungan hukum 

antar pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis yang rinci dan mengikat secara 

hukum. Sering kali, penumpang hanya mendapatkan bukti administratif berupa 

jadwal keberangkatan atau kwitansi pembayaran tanpa memahami secara jelas 

siapa yang bertanggung jawab bila terjadi peristiwa yang merugikan mereka. 

Ketidakjelasan ini diperparah oleh fakta bahwa penumpang tidak melakukan 

kontrak langsung dengan pihak Perusahaan Otobus (PO), melainkan dengan biro 

perjalanan, sehingga posisi hukumnya menjadi lemah dalam menuntut 

pertanggungjawaban langsung kepada penyedia jasa transportasi.10 

Dalam konteks hukum perdata, hubungan hukum antara biro perjalanan dan 

Perusahaan Otobus (PO) umumnya berbentuk perjanjian kerjasama jasa angkutan. 

Perjanjian ini bisa berupa perjanjian sewa menyewa, dimana Perusahaan Otobus 

(PO) menyediakan kendaraan dan sopir kepada biro perjalanan yang kemudian 

digunakan untuk mengangkut penumpang. Namun, karena tidak ada perjanjian 

langsung antara PO dan penumpang, maka ketika terjadi kecelakaan, penumpang 

tidak memiliki legal standing yang kuat untuk menuntut PO secara langsung, 

kecuali melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum atau melalui biro 

 
 10 Rachmadi Usman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. 2022. 
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perjalanan sebagai pihak perantara. Hal ini menimbulkan kerumitan tersendiri 

dalam proses penyelesaian sengketa dan pemenuhan hak-hak konsumen atas 

perlindungan hukum.11 

Hubungan hukum antara konsumen, biro perjalanan, dan PO membentuk 

rantai tanggung jawab hukum yang kompleks. Meskipun konsumen hanya terikat 

langsung dengan biro perjalanan, PO tetap bisa dimintai pertanggungjawaban 

secara perdata atas dasar PMH atau berdasarkan prinsip tanggung jawab pelaku 

usaha. Perlindungan konsumen harus menjadi prinsip utama dalam setiap perjanjian 

dan praktik jasa perjalanan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. 

Dimana Hubungan Hukum Konsumen dengan Biro Perjalanan (Travel 

Agent) Dalam praktiknya, konsumen (penumpang) melakukan perjanjian langsung 

dengan biro perjalanan. Hubungan ini merupakan perikatan hukum perdata, 

biasanya dalam bentuk perjanjian jasa (Pasal 1313 KUHPerdata), yakni biro 

perjalanan menyediakan jasa penyelenggaraan perjalanan wisata, termasuk 

transportasi, akomodasi, dan konsumsi. 

Biro perjalanan bertanggung jawab sebagai kontraktual terhadap 

penumpang. Wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen selama 

perjalanan sesuai yang diperjanjikan. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian, biro 

perjalanan dapat dimintai tanggung jawab karena memiliki hubungan hukum 

langsung dengan konsumen. 

Selanjutnya adapun Hubungan Hukum Konsumen dengan PO (Hubungan Tidak 

Langsung) Karena konsumen tidak mengadakan perjanjian langsung dengan PO. 

 
 11 Rachmadi Usman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. 2022 
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Namun konsumen tetap bisa menggugat PO dengan dasar, Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH) - Pasal 1365 KUHPerdata. Jika PO lalai dan menyebabkan 

kecelakaan yang merugikan penumpang, maka meskipun tidak ada perjanjian 

langsung, penumpang dapat mengajukan gugatan berdasarkan PMH dan Prinsip 

Tanggung Jawab Produk atau Jasa (Product Liability) Dalam hukum perlindungan 

konsumen (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999), pelaku usaha bertanggung 

jawab atas kerugian konsumen akibat produk atau jasa yang diberikan, termasuk 

jasa transportasi. 

Kasus kecelakaan PO. Ganesha Wisata pada 28 Januari 2025, meskipun 

tidak menimbulkan korban jiwa, namun beberapa anak mengalami luka-luka dan 

sebagian besar penumpang mengalami trauma psikologis. Upaya pihak travel agent 

untuk mengganti armada yang rusak merupakan bentuk tanggung jawab moral dan 

pelayanan. Namun penolakan dari pihak Dinas Pertanian OKI atas tawaran 

penggantian tersebut, dengan alasan ketakutan peserta dan ketidaknyamanan yang 

sudah terjadi, memperlihatkan bahwa belum ada pemahaman yang memadai 

mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjalanan wisata. 

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan 

hukum terhadap konsumen jasa wisata diatur dan diterapkan dalam praktik, serta 

bagaimana posisi hukum masing-masing pihak ditentukan secara adil dan 

proporsional.12 

 
 12 Gunawan Widjaja. Tanggung Jawab Hukum Pengangkut. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 

2023. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini secara eksplisit 

menyatakan bahwa dalam kegiatan wisata, penyelenggara dan penyedia jasa 

memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan 

tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen. Namun dalam implementasinya, 

perlindungan ini masih menghadapi banyak tantangan, khususnya dalam hal 

pembuktian, penentuan pihak yang bertanggung jawab, dan bentuk ganti rugi yang 

layak diberikan kepada konsumen.13 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan juga memberikan kerangka hukum terkait tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan angkutan umum. Pasal-pasal dalam Undang - Undang ini 

menekankan pentingnya aspek keselamatan, kelayakan kendaraan, serta 

profesionalisme pengemudi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan umum, termasuk bus 

wisata, menjadi indikator penting apakah ketentuan hukum tersebut telah 

dijalankan secara semestinya atau justru diabaikan demi efisiensi biaya dan 

keuntungan bisnis. 

Kajian terhadap tanggung jawab hukum PO dalam kasus seperti ini juga 

perlu dilihat dalam konteks hukum perdata, terutama berdasarkan Pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan 

melawan hukum. Dalam hal ini, apabila PO terbukti melakukan kelalaian (misalnya 

 
 13 Rachmadi Usman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. 2022 
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karena kondisi kendaraan tidak layak atau kelalaian sopir dalam mengemudi), maka 

pihak PO dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang 

diderita oleh penumpang. Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian 

kelalaian ini sering kali tidak mudah, apalagi jika tidak ada rekaman dokumentasi 

atau bukti tertulis yang kuat.14 

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana seharusnya 

konstruksi hubungan hukum antara PO, biro perjalanan, dan penumpang dibangun 

secara seimbang, adil, dan menjamin perlindungan maksimal bagi konsumen. 

Penelitian ini menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan 

keselamatan dan hak-hak konsumen, serta dapat memberikan rekomendasi konkret 

bagi perbaikan regulasi maupun praktik industri pariwisata, khususnya dalam 

pengelolaan jasa transportasi wisata. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan 

masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan standar operasional 

penyelenggaraan perjalanan wisata yang lebih bertanggung jawab dan berbasis 

perlindungan konsumen. 

Upaya membangun sistem pariwisata yang profesional dan berkelanjutan, 

diperlukan kejelasan dan penegakan hukum yang adil dalam hubungan antar-pelaku 

industri, termasuk antara penyelenggara wisata, penyedia transportasi, dan 

konsumen. Tanpa kejelasan hukum, sektor ini akan rentan terhadap sengketa dan 

ketidakpuasan konsumen yang pada akhirnya merugikan citra industri pariwisata 

secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat secara spesifik 

 
 14 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2020 
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persoalan tanggung jawab hukum perusahaan otobus terhadap kerugian penumpang 

akibat kecelakaan lalu lintas dalam hubungan hukum tripartit dalam kegiatan 

wisata, dengan studi kasus pada PO. Ganesha Wisata dalam perjalanan wisata 

bersama Safira Holiday dan Dinas Pertanian OKI, sebagai bagian dari kontribusi 

akademik terhadap perbaikan sistem perlindungan konsumen di sektor pariwisata 

Indonesia.Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk 

membahas tentang “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Ganesha 

Wisata Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas 

(Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan 

Bersama Safira Holiday)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata 

terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus 

Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama 

Safira Holiday)? 

2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian ganti rugi bagi penumpang yang 

dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Pegawai Dinas 

Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama Safira Holiday)? 

 

C. Ruang Lingkup 

      Ruang lingkup penelitian ini dibatasi lebih terarah dan fokus pada objek kajian, 

yaitu terhadap pertanggung jawaban Hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata 
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Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Dinas 

Pertanian Ogan Komering Ilir (OKI) dalam Perjalanan Bersama Safira Holiday di 

Lampung). 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a) Menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab hukum Perusahaan 

Otobus (PO) Ganesha Wisata terhadap kerugian yang dialami 

penumpang akibat kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan wisata yang 

diselenggarakan oleh Safira Holiday; dan 

b) Mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme penyelesaian ganti rugi 

bagi penumpang yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas (Studi 

Kasus Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama 

Safira Holiday). 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum, khususnya pada tiga bidang. Dalam 

Hukum Perdata untuk memahami tanggung jawab perdata baik dalam 

hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum antara 

penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam Hukum Perlindungan 

Konsumen, sebagai dasar penegakan hak-hak penumpang atas 

keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi 
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dan dalam Hukum Transportasi, guna memperjelas mekanisme 

pertanggungjawaban penyedia jasa angkutan umum terhadap risiko 

kecelakaan.15 

b) Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

langsung bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam jasa 

transportasi wisata. Penjabaran manfaat praktis meliputi: 

1) Bagi Biro Perjalanan Wisata (Travel Agent) 

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan 

dalam menyusun perjanjian kerja sama yang lebih komprehensif 

dengan PO Bus, termasuk klausul tanggung jawab atas risiko yang 

timbul selama perjalanan. Ini penting untuk menghindari sengketa 

atau kebingungan hukum saat terjadi insiden seperti kecelakaan. 

2) Bagi Perusahaan Otobus (PO) 

Memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada PO Bus 

tentang bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi jika 

terjadi kecelakaan, baik dalam aspek ganti rugi maupun 

perlindungan penumpang. Hal ini akan mendorong peningkatan 

standar operasional, termasuk pemeliharaan kendaraan dan 

pelatihan pengemudi. 

3) Bagi Penumpang atau Konsumen 

 
15Kartini Muljadi. Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: 

Citra Aditya. 2021 
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Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna 

jasa transportasi umum agar lebih sadar terhadap hak-haknya 

sebagai konsumen, termasuk hak atas keselamatan, kenyamanan, 

dan perlindungan hukum bila terjadi kerugian. 

4) Bagi Pemerintah dan Regulator 

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah atau 

lembaga pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbarui 

regulasi mengenai transportasi pariwisata dan perlindungan 

konsumen, agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan di 

lapangan. 

5) Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam forum 

akademik, diskusi ilmiah, maupun sebagai bahan pendukung dalam 

penyelesaian sengketa hukum antara penyedia jasa dan konsumen 

di bidang transportasi dan pariwisata. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menguhubungkan atau 

menggambarkan konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis. Maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalm pelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab Hukum 
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Tanggung jawab hukum adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya, atau keadaan di mana seseorang dibebani kewajiban untuk 

menanggung segala sesuatunya, serta bersedia menerima akibat dari 

perbuatan atau keputusannya.16 

2. Perusahaan Otobus 

Perusahaan Otobus atau disingkat PO adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa angkutan penumpang dengan menggunakan bus. PO 

menyediakan layanan transportasi darat, baik untuk jarak dekat (dalam 

kota) maupun jarak jauh (antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara 

seperti ke Malaysia/Timor Leste).17 

3. Kerugian  

Kerugian adalah suatu kondisi di mana seseorang atau suatu pihak 

mengalami penyusutan nilai, kehilangan hak, atau pengurangan manfaat 

akibat suatu kejadian, perbuatan, atau keadaan tertentu. Kerugian bisa 

bersifat materiil (uang, barang) maupun immateriil (emosi, reputasi, waktu, 

dan lain - lain.18 

 

 

 

 
 16Elen, F. Analisis yuridis tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap pengesampingan 

hak peserta JKN berdasarkan hukum positif Indonesia. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan 

Pidana. 2024 

 17Setiawan, R. Perlindungan Konsumen Transportasi Otobus: Studi Yuridis di Kota 

Surakarta. Jurnal Jurisprudence, vol 6, no.2. 2022 
18 Setiawan, R. Perlindungan Konsumen Transportasi Otobus: Studi Yuridis di Kota 

Surakarta. Jurnal Jurisprudence, vol 6, no.2. 2022 
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4. Penumpang 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang adalah: “Orang yang berada di 

dalam Kendaraan selain pengemudi”. 

5. Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan dan 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.19 

 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Pada penelitian ini, kajian studi terdahulu yang relevan sangat penting untuk 

memberikan gambaran mengenai pola putusan pengadilan dalam kasus serupa, 

yaitu " Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata Terhadap 

Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Dinas Pertanian 

Ogan Komering Ilir OKI dalam Perjalanan Bersama Safira Holiday)." 

Tabel 1.1 Review studi terdahulu yang relevan 

No. Nama Peneliti Judul dan Tahun Hasil Penelitian 

1. Rahayu Dwi 

Astuti 

(Universitas 

Islam Indonesia) 

Tanggung Jawab 

Perusahaan Otobus 

terhadap Penumpang 

Akibat Kecelakaan 

Lalu Lintas (Studi 

pada PO Rosalia 

Indah) (2021) 

(Skripsi) 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa PO Rosalia Indah 

memiliki tanggung jawab hukum 

atas kerugian penumpang yang 

mengalami kecelakaan, baik 

secara materil maupun 

immateril. Tanggung jawab ini 

didasarkan pada perjanjian 

 
 19Mubalus, S. F. E. Analisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten 

Sorong. SOSCIED. Vol 6, no 1. 2023 
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pengangkutan dan keten-tuan 

dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 serta KUH 

Perdata. Namun, dalam 

praktiknya, sering kali terjadi 

keterlambatan dalam pembe-rian 

ganti rugi kepada penumpang.20 

2. Ahmad Faisal 

Ramadhan. 

(Universitas 

Diponegoro) 

Pertanggungjawaban 

Hukum Perusahaan 

Otobus terhadap 

Penumpang yang 

Mengalami Kecela-

kaan dalam Perspek-

tif Perlindungan Kon 

sumen (2020) 

(Skripsi) 

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa PO Bus berkewajiban 

membe-rikan perlindungan 

kepada penumpang sesuai 

dengan Pasal 19 Undang-

Undang Perlindungan Konsu-

men. Tanggung jawab PO bus 

tidak bergantung pada ada atau 

tidaknya kesalahan (strict 

liability). Namun, kelemahan 

ada pada pengawasan pemerin-

tah dan lemahnya kesadaran 

hukum masyarakat sebagai 

konsumen.21 

3. Lilis Suryani 

(Universitas 

Airlangga) 

Analisis Tanggung 

Jawab Penyedia Jasa 

Transportasi Umum 

Terhadap Korban 

Kecelakaan Lalu 

Lintas Berdasarkan 

UU LLAJ (2019) 

(Skripsi) 

Penelitian ini menemukan 

bahwa PO bus wajib 

memberikan ganti rugi atas 

kecelakaan penum-pang 

berdasarkan Pasal 234 UU No. 

22 Tahun 2009. Namun dalam 

praktiknya, sering kali peru-

sahaan angkutan berdalih bahwa 

kecelakaan disebabkan oleh 

faktor eksternal, sehingga meng-

hindari tanggung jawab 

hukum.22 

 
20Rahayu, D. A. Tanggung Jawab Perusahaan Otobus terhadap Penumpang Akibat 

Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada PO Rosalia Indah). Universitas Islam Indonesia. 2021. 
21Ahmad, F. R. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Otobus terhadap Penumpang 

yang Mengalami Kecelakaan dalam Perspektif Perlindungan Kon sumen. Universitas Diponegoro. 

2020. 
22Lilis, S. Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Transportasi Umum Terhadap Korban 

Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang LLAJ. Universitas Airlangga. 2019. 
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4. Diah Ayu 

Puspita 

(Universitas 

Brawijaya) 

Tanggung Jawab 

Pengangkut terhadap 

Penumpang yang 

Mengalami Cedera 

Akibat Kecelakaan 

(Studi pada PO Bus 

Malino) (2022) 

(Skripsi) 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa hubungan hukum antara 

penumpang dan PO bus 

menimbulkan hak dan kewajiban 

yang bersifat timbal balik. 

Ketika terjadi kecelakaan, PO 

wajib menanggung kerugian 

baik dalam bentuk perawatan 

medis, kompensasi, maupun 

dukungan psikologis. Namun 

realisasinya masih tergantung 

pada inisiatif pihak korban untuk 

menuntut haknya.23 

 

 Perbedaan tulisan Penulis dengan empat penelitian sebelumnya terletak 

pada fokus dan objek kajian yang lebih spesifik. Jika penelitian terdahulu umumnya 

membahas tanggung jawab perusahaan otobus terhadap penumpang secara umum 

dalam konteks pribadi atau perseorangan, maka penelitian Penulisan mengkaji 

tanggung jawab hukum perusahaan otobus Ganesha Wisata dalam konteks 

perjalanan dinas instansi pemerintah, yaitu Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir 

bersama Safira Holiday. Selain itu, Penulis menggabungkan pendekatan hukum 

perdata, perlindungan konsumen, dan hukum transportasi secara komprehensif 

berdasarkan satu kasus konkret, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai 

praktik pertanggungjawaban dan pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini 

menjadikan penelitian Penulis tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga 

praktis dalam penegakan hukum di sektor jasa transportasi. 

 

 
23Diah, A. P. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang yang Mengalami Cedera 

Akibat Kecelakaan (Studi pada PO Bus Malino). Universitas Brawijaya. 2022. 
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G.   Metode Penelitian 

  Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, 

demikian pula hubungan dengan penelitian skripsi ini. Metode Penelitian adalah 

prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah 

yang sistematis.24 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan 

penelitian yang berdasarkan pada data atau fakta nyata yang diperoleh dari 

lapangan, bukan semata-mata dari literatur atau teori.25 

2. Sumber Data 

 Sumber data terdiri dai sumber data primer dan data sekunder.26 Sumber 

data sekunder diperoleh dari responden secara langsung melaluin wawancara, 

observasi atau data yang didapat langsung dari lapangan. Sementara sumber 

data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:  

a. Data hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum 

positif atau peraturan perundang - undangan 

b. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan 

ilmiah, dan lain – lain; serta 

 
24Ashofa, B.N. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 2020. 
25Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada. 2017 

 

 26Abdul, H. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum. Palembang: Bumi 

Aksara. 2024 
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c. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus 

bahasa, dan ensiklopedia 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:  

a. Studi lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh data 

primer melalui observasi mendalam dan wawancara dengan pihak yang 

terlibat dalam kasus, yaitu tour leader dari Safira Holiday, pihak PO. 

Bus Ganesha Wisata, beberapa penumpang atau korban, serta 

perwakilan dari Dinas Pertanian OKI. 

b. Studi kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan mengkaji bahan 

hukum primer, yakni berupa informasi aktual, tanggapan, serta tindakan 

para pihak dalam merespon kejadian kecelakaan. Selain itu, dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh bukti seperti foto-foto kejadian. 

Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan 

teori dan hukum, melalui penelusuran terhadap literatur, peraturan 

perundang-undangan, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan topik penelitian.27 

 

 

 

 
27Soerjono.  Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada. 2014. 
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4. Metode Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data dalam penelitian hukum empiris yakni data yang 

telah terkumpul melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan akan 

diolah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

 

H.  Sistematika Penulisan  

      Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 

`(empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terjadi sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis akan Menguraikan Latar Belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat, 

Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu, Metode 

Penelitian , serta Sistematika Penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Berisikan paparan tentang Kerangka Teori Permasalahan 

yang akan di bahas, Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori 

Perlindungan Konsumen, Teori Perjanjian dan Wanprestasi, 

Teori Hukum Pengangkutan, Teori Kerugian dan Ganti 

Rugi. 

BAB III  PEMBAHASAN  

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus 

menguraikan pembahasan sehubungan dengan 

permasalahan hukum yang di angkat yaitu : Tanggung Jawab 
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Hukum PO. Bus Ganesha Wisata Terhadap Kerugian 

Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus 

Dinas Pertanian OKI dalam Perjalanan Bersama Safira 

Holiday). 

BAB IV   PENUTUP  

Bagian penutup dari pembahasan  skripsi ini yang di format 

kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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